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ABSTRAK 

 
 

 

Ferinando Frans Nupapati  2024 “Implementasi Pengangkatan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyatakat Hukum Adat 

Di Kabupaten Kepulauan Yapen dibimbing Oleh Prof. Dr. Frans Reumi,S.H,M.A,M.H, 

Sebagai  Pembimbing I  dan Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.M.Hum, Sebagai Pembimbing 

II. 

Metode Penelitian yang digunakan berfokus pada penelitian Normatif dan Empris 

dengan mengutamakan data sukunder yang bersumber dari bahan baku primer, bahan 

hukum sekunder bahkan bahan hukum tersier,  serta pendekatan perundang-undangan, 

Konseptual, Data yang diperoleh diolah dengan tekni anlisis kualitatif dengan tiga alur 

kerja yaitu reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data (kesimpulan). Selanjutnya 

dipilih dua isu utama: 1) Bagaimana  Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyatakat Hukum Adat Di 

Kabupaten Kepulauan Yapen;  2) Apa Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat 

Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 

7 (Tujuh) Masyatakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Hasil Penelitian ini menemukan  Bahwa Implementasi Pengangkatan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyatakat Hukum Adat 

Di Kabupaten Kepulauan Yapen pada  Pasal 42 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 

106 Tahun 2021,  tujuannya adalah agar representasi Orang Asli Papua  dilembaga  

perwakilan rakyat diwilayah papua semakin banyak. Terknis pelaksanaannya pada 7 

(tujuh) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Yapen berpedoman Peraturan 

Gubernur Propinsi Papua Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian 

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui 

Mekanisme Pengangkatan. Pasal 42 ayat (1) b ini  di Kabupaten Kepulauan Yapen belum 

berjalan secara maksimal dan juga  masih adanya Masyarakat Hukum Adat yang tidak 

terakomodir  sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, 

dimana ada 7 (tujuh) Masyarakat  

Hukum Adat yang seharusnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Kepulauan Yapen itu adalah 7 (tujuh) Orang sehingga 7 (tujuh) Masyarakat Hukum Adat 

terwakilkan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen 

yang diangkat. Faktor Pendukung dan Penghambat  Implementasi Pasal 42 ayat (1) b 

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Faktor Pendukung yaitu  adanya Peran 

serta pemerintah dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan dari pihak penyelenggara 

Penyelenggara baik Panitia Pemilihan maupun Panitia Seleksi  Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen  dari orang asli papua melalui 

mekanisme pengangkatan sedangkan Faktor Penghambatnya  adalah Pelaksanaan 

Sosialisasi tidak berjalan maksimal karena Waktu yang terbatas menyebabkan sebagian 

besar masyarakat hukum Adat yang belum mengertahui dan memahami Apa yang 

menjadi syarat-syarat  pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat dari unsur Orang 
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Asli Papua melalui mekanisme pengangkatan dan bagaimana mekanisme pengangkatan 

serta Jumlah Kuota Kursi dan Daerah Pemilihan. Hal ini menjadi kewajiban dan  

perhatian  pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kepulauan Yapen untuk menyikapi dan lebih 

berperang aktif  

 

Kata Kunci :  Analisis Hukum , Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota,  7 (tujuh) Masyarakat Hukum Adat  
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ABSTRACT 

 

 

 

Ferinando Frans Nupapati 2024 "Implementation of the Appointment of 

Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary 

Law Communities in the Yapen Islands Regency, guided by Prof. Dr. Frans Reumi, 

S.H, M.A, M.H, as Supervisor I and Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.M.Hum, as 

Supervisor II. 

The research method used focuses on normative and empirical research by 

prioritizing secondary data sourced from primary raw materials, secondary legal 

materials and even tertiary legal materials, as well as statutory, conceptual 

approaches. The data obtained is processed using qualitative analysis techniques 

with three work flows, namely data reduction, data presentation, and data 

verification (conclusion). Next, two main issues were chosen: 1) How to Implement 

the Appointment of Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 

(Seven) Customary Law Communities in Yapen Islands Regency; 2) What are the 

factors that support and hinder the implementation of the appointment of 

Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary 

Law Communities in Yapen Islands Regency. 

The results of this research found that the implementation of the appointment 

of Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary 

Law Communities in the Yapen Islands Regency in Article 42 paragraph (1) b of 

Government Regulation Number 106 of 2021, the aim is to ensure the representation 

of Indigenous Papuans in representative institutions The number of people in the 

Papua region is increasing. The technical implementation for the 7 (seven) 

Customary Law Communities in the Yapen Islands Regency is guided by the 

Regulation of the Governor of Papua Province Number 43 of 2024 concerning 

Procedures for Filling Membership in the Regency/City People's Representative 

Council which is determined through the Appointment Mechanism. Article 42 

paragraph (1) b in the Yapen Islands Regency has not been implemented optimally 

and there are still Indigenous Law Communities who are not accommodated as 

Members of the People's Representative Council of the Yapen Islands Regency, of 

which there are 7 (seven) Communities 

The members of the Yapen Islands Regency People's Representative Council who 

should be members of the Customary Law are 7 (seven) people so that 7 (seven) 

Customary Law Communities are represented in the appointed membership of the 

Yapen Islands Regency People's Representative Council. Supporting and Inhibiting 

Factors for the Implementation of Article 42 paragraph (1) b Government Regulation 

Number 106 of 2021. Supporting Factors are the government's participation in 

facilitating various needs of the organizers, both the Election Committee and the 

Selection Committee for Members of the Yapen Islands Regency People's 

Representative Council from indigenous people Papua through an appointment 

mechanism, while the inhibiting factor is that the implementation of socialization 

does not run optimally because time is limited, causing the majority of Indigenous 

law communities who do not know and understand what are the requirements for 

filling membership in the People's Representative Council from indigenous Papuan 

elements through the appointment mechanism and what the mechanism is. 



viii 
 

appointment and Number of Seat Quotas and Electoral Districts. This is the 

obligation and concern of the Regional Government of the Yapen Islands Regency, in 

this case the National Unity and Political Agency of the Yapen Islands Regency, to 

respond and fight more actively. 

 

 

 

Keywords: Legal Analysis, Implementation of the Appointment of District/City  

                  Regional People's Representative Councils, 7 (seven) Traditional Law  

                 Communities 
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